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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada Distrik di 
Kabupaten Keerom. Populasi dalam studi ini adalah sebanyak 91 Desa di 11 Distrik 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dari hasil penyebaran 
kuesioner jumlah digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 responden atau sebesar 73,63% 
dari jumlah populasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil 
jawaban para responden kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Data yang 
telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama 
adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian 
(uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan 
dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang 
diteliti dalam penelitian ini secara keseluruhan memberikan kontribusi yang penting terhadap 
peningkatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Keerom. Implikasi dari hasil penelitian ini 
memberikan kontribusi penting bagi perbaikan pengelolaan dana desa di Distrik Kabupaten 
Keerom dan konteks serupa lainnya. 
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PENDAHULUAN  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peran yang 
lebih kuat kepada desa sebagai subyek pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip 
otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah, termasuk desa, 
untuk mengurus urusan pemerintahan dan menciptakan kemandirian daerah. 
Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk 
membangun dan mengelola desanya sendiri dengan menggunakan dana yang 
diterima dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Pemerintahan desa, 
sebagai entitas terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia, memiliki peran 
penting dalam otonomi daerah. Desa memiliki kebebasan dan hak untuk membuat 
aturan dan regulasi sebelum diatur oleh pemerintah daerah. 
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Desa diharapkan untuk memaksimalkan pengaturan tata kelola 
pemerintahannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peraturan, 
seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014, mengatur mengenai pengelolaan keuangan 
desa, yang mewajibkan setiap desa untuk menyusun laporan keuangan dan 
melaporkannya kepada pemerintah daerah. Kepala desa dan perangkat desa 
diharuskan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) agar pemerintahan desa 
dapat berjalan efektif dan efisien. Dana Desa menjadi sumber anggaran baru bagi desa, 
sebagai implementasi dari program sembilan agenda prioritas, yang diharapkan dapat 
memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan dana desa, seperti kasus 
penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, dan sistem pengendalian internal menjadi kunci dalam mengelola dana 
desa dengan baik. 

Ruang lingkup keuangan desa terbagi menjadi ruang lingkup berdasarkan 
obyek dan sifat pengelolaannya. Prinsip atau asas seperti akuntabilitas, transparansi, 
partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal diperlukan untuk mencapai 
efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat 
dalam pengambilan keputusan terkait dana desa menjadi penting. Partisipasi 
masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan 
dana desa. Namun, kurangnya partisipasi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam 
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai 
pemerintah desa. Efektivitas SPIP dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, 
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. 

Rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat 
berdampak dan menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa dan dampaknya pada 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait. Setiap Desa dalam pelaksanaan 
program kerja yang berhubungan dengan masyarakat luas atau publik perlu 
menunjukkan keterbukaan atau transparansi sebagai bentuk kontrol atau pengawasan 
terhadap institusi tersebut. Transparasi merupakan prinsip penjaminan kebebasan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan; atau keterbukaan pemberian informasi dalam 
melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (BPKP, 2015). Hasil penelitian (Rabbany and 
Nugroho 2021) hasil penelitiannya menunjukan bahwa transparansi berpengaruh 
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di 
Kecamatan Kaliangkrik) yang didukung (Fajri and Julita 2021) hasilnya menunjukan 
bahwa transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di 
Kabupaten Padang Pariaman, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh (Putri and Maryono 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten 
Brebes dan (Yanti and Tiswiyanti 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung. 

Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa akan berdampak terhadap 
resistensi kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap aparat desa 
sebagai pengguna anggaran. Penelitian yang dilakukan (Yanti and Tiswiyanti 2023) 
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap 
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota 
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Sungai Penuh)  hasilnya menunjukan bahwa Akuntabilias berpengaruh terhadap 
pengelolaan dana desa yang didukung dengan penelitian (Putri and Maryono 2022) 
menyatakan bahwa Akuntabilias berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di 
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, namun penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian (Dharmakarja, Kusuma, and Putra 2020) dan (F. G. R. Dewi and Sapari 2020) 
yang menyatakan bahwa akutabilits tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana-
dana desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 

Menurut Dewi et al. (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang 
dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan 
proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
maupun pelestarian lingkungan. Masyarakat selain sebagai penerima manfaat fasilitas 
juga merupakan subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin tinggi 
partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan 
masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula 
rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, 
dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Partisipasi juga dapat 
diartikan sebagai suatu bentuk partisipasi atau partisipasi aktif atau proaktif dalam 
suatu kegiatan (Solekhan, 2012). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan terkait dana desa bisa menjadi latar belakang penelitian. Bagaimana 
partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, atau 
sebaliknya, bagaimana kurangnya partisipasi dapat mempengaruhi transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian (Rabbany and Nugroho 
2021; Putri and Maryono 2022) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat 
berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedua penelitian 
tersebut bertolak belakang dengan penelitian Dewi danSapari, (2020) yang 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan 
dana desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses 
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terca-
painya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  
pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  
perundang-undangan.  Sistem pengendalian diharapkan dapat menciptakan budaya 
pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan sehingga dapat mendeteksi 
sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja,  
transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah 
mengatur dan menyelenggarakan sistem pen-gendalian intern di lingkungan 
pemerintah daerah yang dipimpinnya. SPIP dirancang dalam rangka pengawasan 
demi mencapai tujuan dan sasaran organ-isasi serta untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik.  implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, 
teladan kepala desa dan niat baik dari seluruh elemen aparatur intern pemerintah 
desa. Hasil penelitian (Arfiansyah 2020) menunjukan bahwa Sistem pengendalian 
internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di di 
Kabupaten Wonogiri dan penelitian (P. Dewi and Julianto 2020) bahwa pengendalian 
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internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di 
Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian (Mutmainah and Pramuka 2019) 
menyatakan bahwa  sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan desa di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan. 

Teori Agensi, diperkenalkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, 
menggambarkan suatu kesepakatan antara principal (pemilik) dan agent (pengelola) 
untuk melaksanakan pelayanan atas nama pemilik, seperti yang terjadi dalam 
hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun dirancang untuk 
menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat, hubungan agensi rentan terhadap 
asimetri informasi, di mana para pengelola memiliki lebih banyak informasi tentang 
kondisi perusahaan dibanding pemilik. Teori Agensi menyatakan bahwa setiap 
individu cenderung mementingkan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungannya 
melalui keputusan organisasional. 

Berdasarkan teori agensi, pemberi amanah (principal), seperti masyarakat, 
memberikan tanggung jawab kepada agen (agent), seperti pemerintah desa, untuk 
melaksanakan tugas sesuai harapan principal. Dalam konteks pemerintahan desa di 
Indonesia, masyarakat berperan sebagai pemilik modal, dan pemerintah desa sebagai 
pengelola. Adopsi teori agensi oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam 
pemerintahan desa, mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara 
pemberi amanah dan agen. Masyarakat dalam situasi ini berperan sebagai principal 
(pemilik) dikarenakan dana yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah 
merupakan pajak dari rakyat. Maka, dapat dikatakan masyarakat adalah pemilik 
modal. Sedangkan pemerintah desa berperan sebagai agent (pengelola) dikarenakan 
pemerintah desa harus mengelola dana desa dan melaporkannya ke masyarakat 
(Ismail dkk., 2016). 

Konsep Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi 
kunci penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Good 
Governance, yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan diadopsi dalam 
beberapa kinerja pemerintahan, adalah suatu pendekatan pembangunan sektor publik 
menuju pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2018), Good Governance 
melibatkan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, 
dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip Good Governance, seperti 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, harus diimplementasikan dalam 
sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah agar memberikan manfaat yang 
maksimal pada semua pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa 
dihadapkan pada tantangan dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan 
akuntabel. Meskipun demikian, pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. 
Untuk memanfaatkan momentum ini dengan lebih baik, prinsip-prinsip Good 
Governance harus diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga 
tantangan dapat diatasi dan peluang dapat dioptimalkan. 

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyrakat berdasarkan 
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. Tanjung (2014). Penelitian yang dilakukan (Yanti & Tiswiyanti, 2023) 
tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap 
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Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh 
menunjukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana 
Desa, yang didukung oleh penelitian  (Putri & Maryono, 2022) yang berjudul 
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi 
Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten 
Brebes dimana hasilnya menunjukan bahwa transparansi,  berpengaruh signifikan 
Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian terdahulu lainnya yang menunjukan 
bahwa transparansi berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Antara 
lain diteliti oleh (Panjaitan et al., 2022; Desrivia Rahmadani, 2022; Rabbany & 
Nugroho, 2021; Hasliani & Yusuf, 2021; Latif et al., 2021; Maju, 2020; F. G. R. Dewi & 
Sapari, 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020). 
 

H1: Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa 
 
Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala 
bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau 
bentuk yang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai 
bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan Mardiasmo 
(2018) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak 
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 
kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hasil 
penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menunjukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota 
Sungai Penuh yang didukung oleh penelitian (Putri & Maryono, 2022; Desrivia 
Rahmadani, 2022; Ardelia & Handayani, 2022; Latif et al., 2021; Maju, 2020; 
Dharmakarja et al., 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020). 
 

H2 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa 
 

Untuk mewujudkan tatanan desa agar berjalan sesuai tujuan dan demokratis 
dapat didukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu dengan tingkat 
partisipasi yang tinggi mampu meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki 
desa. Kerjasama antara partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa, dapat 
menyelenggarakan pembangunan desa secara berkala untuk peningkatan kualitas 
hidup masyarakat desa. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi 
hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam 
pembangunan (Soetomo 2006). Sanoff (2000) berpendapat bahwa tujuan utama 
partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 
memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 
mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menunjukan bahwa partisipasi 
Masyarakat  berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
didukung oleh penelitian  (Putri & Maryono, 2022) hasilnya menunjukan bahwa 
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partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan 
(Tiyas Nugroho, dkk, 2022) menyatakan  bahwa bahwa partisipasi Masyarakat 
variabel mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.Penelitian terdahulu 
lainnya yang menunjukan bahwa  partisipasi Masyarakat   berpengaruh signifikan 
Terhadap Pengelolaan Dana Desa, antara lain diteliti oleh (Desrivia Rahmadani, 2022; 
Ardelia & Handayani, 2022; Rabbany & Nugroho, 2021; Maju, 2020; Dharmakarja et 
al., 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020). 
 

H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa 
 

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk 
mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta 
berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan (Tiyas Nugroho, dkk, 2022) menyatakan  bahwa 
sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 
(studi kasus pada desa di kabupaten Ngawi) didukung oleh penelitian (Panjaitan et 
al., 2022) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Motung dan penelitian serta peneliti 
lainnya seperti (Puspa & Prasetyo, 2020; P. Dewi & Julianto, 2020; Arfiansyah, 2020)  
menunjukan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan dana. 
 

H4: Sistem pengendalian internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa 
 

Pengelolaan Dana Desa ini wajib memperhatikan good governance sebagai salah 
satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip good governance meliputi 
prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Mardiasmo, 2019), yang menyatakan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien akan menambah 
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan menciptakan partisipasi 
masyarakat. Akuntabilitas juga menunjukkan proses kerja sama antara masyarakat 
dan stakeholders untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Bentuk partisipasi 
masyarakat pada kegiatan pembangunan dapat dilakukan pada perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk pengambilan 
pendapat dan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan 
pembangunan, berupa memperoleh manfaat pembangunan dan evaluasi melalui 
umpan balik. Menurut Theresia et al dalam Selfia et al (2020), Dalam pemerintahan 
desa diperlukan juga sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal ialah 
proses dimana suatu organisasi menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, 
akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi 
yang ada. (Aramide et al., 2015) pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
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Penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menyatakan bahwa  Transparansi, 
Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap 
Pengelolaan Dana Desa, Penelitian  (Putri & Maryono, 2022) dan (Desrivia Rahmadani, 
2022) menunjukan bahwa secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi 
Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa,  penelitian (Rabbany & 
Nugroho, 2021) penelitian menunjukkan bahwa Transparansi,  Partisipasi, dan 
Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitass Pengelolaan Dana 
Desa yang didukung oleh (Panjaitan et al., 2022) menunjukan bahwa partisipasi 
masyarakat,  transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Motung. 
 

H5: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian 
Internal secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa 

 
METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi merupakan 
keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan 
(Noch dan husen, 2015).  Populasi dalam studi ini adalah sebanyak 91 Desa di 11 
Distrik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dari 
hasil penyebaran kuesioner jumlah digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 
responden atau sebesar 73,63% dari jumlah populasi. Sumber data penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh dari hasil jawaban para responden kemudian 
diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut Ghozali (2011) skala Likert 
merupakan teknik mengukur sikap di mana subjek diminta untuk mengindikasikan 
tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan. Skor 
yang diberikan pada jawaban setiap responden memiliki skor 5 (SS= Sangat Setuju), 
skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 
(STS= Sangat Tidak Setuju). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui 
beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. 
Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap 
ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan dan uji 
koefisien determinasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari instrument hasil penelitian Deskriptif statistik diperoleh data sesuai 
dengan variabel yang dianalisis yaitu variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi 
Masyarakat, Sitem Pengendalian Internal dan variabel penyelolaan Dana Desa. Dari 
hasil analisis deskripsi variabel penelitian ini diperoleh informasi; Variabel 
Transparansi menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 4,1194 dengan 
standar deviasi sebesar 0,47744. variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa nilai rata-
rata adalah sebesar 3.8209 dengan standar deviasi sebesar 0,71616. variabel  Partisipasi 
Masyarakat menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 3,5672 dengan standar 
deviasi sebesar 0,82064. variabel Sitem Pengendalian Internal  menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata adalah sebesar 3.7612 dengan standar deviasi sebesar 0,63374. variabel 
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terikat penyelolaan Dana Desa (Y). menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar  
3.8507 dengan standar deviasi sebesar 0,63374. 

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk 
variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Sitem Pengendalian 
Internal dan variabel penyelolaan Dana Desa menunjukan bahwa semua item 
pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment 
atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung > R Tabel  dengan 
ɑ = 0,05 atau 5% dan Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator > 
0,2404, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid. Hasil uji 
reliabilitas dari masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha > 0,60. 
Hasil statistik secara keseluruhan perolehan Cronbach's Alpha Based on Standardized 
Items diatas 0,80 berarti reliable dan hasil analisis data kuisioner dapat dilanjutkan. 

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam bentuk sebuah model 
regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normalitas. Model regresi 
menunjukkan bahwa data distribusi data normal atau mendekati normal.  
 

 
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas 

 
Hasil Uji multikolineritas menunjukan nilai tolarance Transparansi sebesar 

0,700, Akuntabilitas sebesar 0,486,  Partisipasi Masyarakat sebesar 0,642 dan Sistem 
Pengendalian Internal (X4) sebesar 0,532 dimana tingkat toleransi dari masing-masing 
variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan  nilai VIF Transparansi sebesar 1,429, 
Akuntabilitas sebesar 2,056,  Partisipasi Masyarakat sebesar 1,558 dan Sistem 
Pengendalian Internal (X4) sebesar 1,881, maka dapat disimpulkan bahwa dari 
masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤10, dimana  dan nilai Tollerance 
lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, 
dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel 
yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
multikolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini. 
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Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Hasil dari grafik scatterplot pada gambar 2 menunjukan bahwa titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda untuk mengukur kekuaatan 
hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukan arah hubungan antara variabel 
dependen dengan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat 
dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 2,351 1,420  1,656 0,103 
Transparansi (X1) 0,021 0,057 0,023 0,369 0,714 
Akuntabilitas (X2) 0,348 0,067 0,386 5,200 0,000 
Partisipasi Masyarakat (X3) 0,189 0,049 0,249 3,853 0,000 
Sistem Pengendalian Internal 
(X4) 

0,300 0,051 0,421 5,925 0,000 

 
Dari tabel 1 diperoleh model persamaan regresi 
 

Y =  2,351+ 0,021X1 +  0,348X2  + 0,189X3 +  0,300X4 +  e 
 
Nilai konstanta sebesar 2,351 menunjukkan arah yang positif, mengandung 

makna bahwa Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom 
meningkat sebesar 2,351 satuan tanpa dipengaruhi adanya variabel Transparansi (X1), 
Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) dan Sistem Pengendalian Internal (X4). 
Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X1), sebesar 0,021 memiliki arah yang 
positif, mengandung makna bahwa apabila Transparansi meningkat satu satuan maka 
akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik 
Kabupaten Keerom sebesar 0,021 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. 
Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0,348 memiliki arah yang 
positif, mengandung arti bahwa apabila Akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan 
maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik 
Kabupaten Keerom sebesar 0,348 satuan dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya 
tetap. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,189 
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memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila variabel partisipasi 
Masyarakat meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan 
Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 0,189 satuan 
dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi variabel Sistem 
pengndalian internal (X4) sebesar 0,300 memiliki arah yang positif, mengandung arti 
bahwa apabila variabel Sistem pengndalian internal meningkat sebesar satu satuan 
maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik 
Kabupaten Keerom sebesar 0,300 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. 

Variabel tingkat transparansi (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,714 
> 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 0,369 dimana T tabel 1.669 atau 0,369 < 1.669 
dengan arah positif, berdasarkan hasil analisis tersebut maka Ha ditolak dan H0 
diterima, dengan demikian variabel transparansi (X1) berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Variabel Akuntabilitas (X2) 
memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 
5,200 dimana TTabel 1.669 atau 5,200 > 1.669, berdasarkan hasil analisis tersebut maka 
H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, 
maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua diterima.  Variabel partisipasi 
masyarakat (X3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan 
Thitung sebesar 3,853 dimana TTabel 1.669 atau 3,853 > 1.669, berdasarkan hasil 
analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel 
partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa 
dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Hipotesis ketiga diterima. Variabel system pengendalian internal (X4) memperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 5,925 dimana 
TTabel 1.669 atau 5,925 > 1.669, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak 
dan Ha diterima, dengan demikian variabel system pengendalian internal 
berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik 
Kabupaten Keerom sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat diterima. 

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for windows 
diperoleh nilai F hitung sebesar 77,607 > 2.51 nilai sig (p value) sebesar 0.000. Hal 
tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 nilai (sig) = 0,000 < alpha yang dipersyaratkan 
(0,05.), dengan demikian Ha diteima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa, variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) 
dan Sistem Pengendalian Internal (X4) secara bersam-sama (simultan) berpengaruh 
signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, 
sehingga hipotesis kelima diterima. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,823 hal ini 
menunjukkan bahwa persentase kontribusi  pengaruh variabel independen 
Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2),  Partisipasi Masyarakat (X3) dan Sistem 
Pengendalian Internal (X4)  terhadap veriabel dependen Pengelolaan dana desa 
dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 82,3% Sedangkan sisanya 17,7% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, 
seperti;  Perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, kualitas laporan, regulasi atau 
kebijakan dan variabel-variabel lain. 
 
Pembahasan 
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Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa transparansi tidak 
memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan dana desa di Distrik 
Kabupaten Keerom. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya 
akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disajikan mengurangi 
efektivitas transparansi. Kedua, ketidakjelasan atau kompleksitas informasi membuat 
sulit bagi masyarakat untuk memahami atau mengevaluasi informasi keuangan yang 
diberikan. Ketiga, faktor sosial dan budaya, seperti norma yang memberikan 
kepercayaan penuh kepada kepala adat atau suku, juga berperan dalam mengurangi 
pengaruh transparansi. Terakhir, kekurangan sumber daya di pemerintah desa 
menyulitkan penyediaan informasi transparan yang diperlukan oleh masyarakat dan 
perangkat desa. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas transparansi dalam 
pengelolaan dana desa memerlukan upaya dalam meningkatkan akses dan 
pemahaman masyarakat terhadap informasi, menyajikan informasi yang lebih jelas 
dan mudah dipahami, serta memperhatikan faktor-faktor budaya dan sosial yang 
memengaruhi persepsi terhadap transparansi. Hasil penelitian ini sejalan  dengan 
penelitian oleh (Putri and Maryono 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten 
Brebes dan (Yanti and Tiswiyanti 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak 
berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung dan 
hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Panjaitan et al., 2022), (Desrivia 
Rahmadani, 2022), (Rabbany & Nugroho, 2021), (Hasliani & Yusuf, 2021), (Latif et al., 
2021) (Maju, 2020), (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020),  dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020) 
yang menyatakan bahwa transparansi  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan 
Dana Desa.  
  

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa akuntabilitas 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa di Distrik 
Kabupaten Keerom. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan 
proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan yang harus dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Meskipun akuntabilitas dalam laporan 
keuangan Desa di distrik tersebut sudah berjalan dengan baik secara umum, terdapat 
beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana desa. Upaya-upaya tersebut termasuk memastikan transparansi 
informasi terkait keuangan dan kegiatan yang didanai, melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa, memperkuat sistem 
pengawasan internal dan eksternal, menetapkan proses pelaporan yang jelas dan 
transparan, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam 
penggunaan dana desa. Akuntabilitas publik memainkan peran penting dalam 
menciptakan lingkungan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya 
oleh semua pihak pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan atau 
penyelewengan dana desa, serta memperkuat kredibilitas pemerintah atau lembaga 
desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, akuntabilitas yang kuat 
merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas publik 
terhadap pengelolaan dana desa. Hasil Penelitian mendukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan (Desrivia Rahmadani, 2022), (Ardelia & Handayani, 2022), (Latif et al., 
2021), (Maju, 2020), (Dharmakarja et al., 2020) dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020) yang 
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menyatakan bahwa Akuntabilitas  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan 
Dana Desa, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
(Dharmakarja, Kusuma, and Putra 2020) dan (F. G. R. Dewi and Sapari 2020) yang 
menyatakan bahwa akutabilits tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana-dana 
desa. 
 

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menegaskan bahwa partisipasi 
masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Desa di 
Distrik Kabupaten Keerom. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, 
yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap 
pengelolaan dana Desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar melibatkan 
mereka dalam pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan mereka dalam 
mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat. Dalam konteks Distrik 
Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat penting untuk memastikan penggunaan 
dana Desa sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Namun, terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi 
mengenai program dana Desa dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
program tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penting untuk 
meningkatkan transparansi informasi, memperkuat komunikasi dan sosialisasi, 
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran mereka 
dalam pengelolaan dana Desa, serta menciptakan forum atau mekanisme partisipasi 
yang inklusif. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah desa dapat menciptakan 
lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, 
sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program 
pembangunan yang dibiayai oleh dana Desa di Distrik Kabupaten Keerom. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian (Desrivia Rahmadani, 2022); (Ardelia & 
Handayani, 2022); (Rabbany & Nugroho, 2021); (Maju, 2020); (Dharmakarja et al., 2020) 
dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020). yang menunjukan bahwa partisipasi masyarakat 
berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, namun penelitian ini tidak 
sejalan dengan penelitian (Angelia, R.S., & Rahayu 2020) dan  (F. G. R. Dewi and Sapari 
2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap 
pengelolaan dana desa. 
 

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 
dana desa di Distrik Kabupaten Keerom. Sistem pengendalian internal merupakan 
mekanisme yang penting dalam pengelolaan keuangan desa, berperan dalam 
meningkatkan kualitas informasi dan laporan keuangan desa sesuai dengan peraturan 
pemerintah. Meskipun pelaksanaan sistem pengendalian internal di Distrik 
Kabupaten Keerom telah berjalan dengan baik secara umum, masih terdapat beberapa 
kendala yang perlu diperhatikan. Pentingnya tindakan pengendalian dalam mencapai 
efektivitas, ekonomis, dan efisiensi dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa 
tidak bisa diragukan lagi. Mekanisme pengendalian internal perlu diperhatikan sesuai 
dengan amanat undang-undang yang mengatur sistem pengendalian intern untuk 
menjaga transparansi keuangan dan pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian 
internal untuk pengelolaan dana desa, faktor-faktor kunci seperti pengembangan 
prosedur dan kebijakan yang jelas, pemisahan tugas yang jelas, pelatihan reguler 
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kepada staf terlibat, dan evaluasi rutin terhadap sistem perlu diperhatikan untuk 
memastikan kehandalan dan keakuratan dalam pengelolaan dana desa di Distrik 
Kabupaten Keerom. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
(Tiyas Nugroho, dkk, 2022); (Panjaitan et al., 2022); (Puspa & Prasetyo, 2020); (P. Dewi 
& Julianto, 2020) dan (Arfiansyah, 2020)  menunjukan bahwa sistem pengendalian 
internal berpengaruh signifikan  terhadap pengelolaan dana desa. Namun hasil 
penelitian ini tidka sejalan dengan penelitian (Mutmainah and Pramuka 2019) 
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan desa di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan.  

 
SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang diteliti dalam 
penelitian ini secara keseluruhan memberikan kontribusi yang penting terhadap 
peningkatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, dalam 
upaya optimalisasi pengelolaan dana desa, perlu terus meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal mulai dari 
proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban melalui langkah-langkah 
seperti meningkatkan akses informasi transparan terkait pengelolaan dana desa 
kepada masyarakat, menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan, 
melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kerja dan anggaran 
pembangunan desa, serta memperkuat pengawasan dalam penggunaan dana desa 
untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Hasil ini menegaskan 
bahwa pemerintah daerah di Distrik Kabupaten Keerom perlu memberikan perhatian 
khusus terhadap menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan 
sistem pengendalian internal. Integrasi dan interaksi antara keempat elemen ini akan 
membantu menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan 
berkelanjutan di Distrik Kabupaten Keerom. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu 
meningkatkan transparansi informasi terkait dana desa, memastikan akuntabilitas 
dalam penyusunan laporan keuangan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, dan memperkuat sistem pengendalian internal dengan 
prosedur yang jelas dan teknologi yang tepat. Melalui langkah-langkah ini, 
diharapkan pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat, pembangunan sarana dan infrastruktur desa, serta peningkatan ekonomi 
masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik 
dan berkelanjutan di Distrik Kabupaten Keerom. 

Secara teoretis, temuan ini menguatkan pemahaman bahwa pengelolaan dana 
desa yang efektif membutuhkan integrasi dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Hal ini memperkuat teori tentang 
pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam konteks pembangunan desa. 
Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu 
memberikan perhatian khusus terhadap meningkatkan transparansi informasi, 
memastikan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa, dan 
memperkuat sistem pengendalian internal. Langkah-langkah ini dapat membantu 
menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkelanjutan, 
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.Saran 
penelitian untuk masa depan adalah untuk mendalami lebih lanjut faktor-faktor yang 
mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem 
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pengendalian internal dalam konteks pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian 
lanjutan dapat fokus pada pengembangan metode atau model yang lebih efektif dalam 
meningkatkan pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan interaksi antara 
keempat faktor tersebut. 
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